PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jalan Sindoro No.l Desa Nyamok Kecematan Kajen gllﬂl
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LAPORAN HASIL RAPAT KERJA GABUNGAN PIMPINAN DPRD, KOMISI A
DAN KOMISI D DPRD KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 12 TAHUN 2026

I. PENDAHULUAN
A. Dasar

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1
Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Pekalongan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DPRD Kabupaten Pekalongan
No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DPRD Kabupaten
Pekalongan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten
Pekalongan;

2. Keputusan Gubemur Jawa Tengah Nomor 170 / 120 Tahun 2024 tanggal 9
Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan;

3. Keputusan Gubemur Jawa Tengah Nomor 170 / 181 Tahun 2024 tanggal 19
September 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Masa Keanggotaan 2024 — 2029:

4. Keputusan Gubemur Jawa Tengah Nomor 170 / 219 Tahun 2024 tanggal 14
Oktober 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Masa Keanggotaan 2024 — 2029

5. Laporan Hasil Rapat Kerja Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Pekalongan
Nomor 43 Tahun 2025 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Pekalongan
bulan Januari Tahun 2026.

B. Tujuan

Rapat Kerja Gabungan Pimpinan DPRD, Komisi A dan Komisi D dengan perangkat

daerah dalam rangka membahas Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia

Dini, Pendidikan NonFormal dan Pendidikan Dasar.

C. Waktu dan Tempat

Hari / Tanggal : Kamis, 29 Januari 2026

Pukul : 10.00 WIB s.d selesai

Tempat : Ruang Rapat Komisi C

D. Personalia Tim



Pesonalia DPRD Kabupaten Pekalongan :

1.
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Drs. H. Abdul Munir

H. Ruben R. Prabu Faza
H. Kholis Jazuli
Mukhamad Rifan

Ahmad Muzaki, SM.

H. Saeful Bahri, S.Ag.
Jahirin, M.H.

Drs. H. M. Mochtar, M.M.
Muhammad Sabiq Ashraf, S.H.
Dinda Aniva Nutkhi, S.H.
Dodiek Prasetyo, S.Pd.
Juhamo, S.H.

M. Haqqi Hasenda

H. Mashadi, SH, MA
Taufig Rizal, SE

Dra. Hj. Hindun, MH

Hj. Fatkhiana Dewi, SH
Laila Nur Azizah

Slamet Nurudin, SE, MAP
Umi Farida

Shellva Ria Paparingga, M.Pd
H. Syihabuddin Nur, SH.I

Anggota tidak hadir:
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Drs. H. Abdul Munir

H. Ruben R. Prabu Faza
Ahmad Muzaki, SM.
Jahirin, M.H.

Drs. H. M. Mochtar, M.M.
Muhammad Sabiq Ashraf, S.H.
Dodiek Prasetyo, S.Pd.
Juhamo, S.H.

Taufiq Rizal, SE

Slamet Nurudin, SE, MAP
Umi Farida

Ketua
Wakil Ketua
Ketua Komisi A

Wakil Ketua Komisi A

Sekretaris Komisi A

Anggota Komisi A

. Anggota Komisi A

Anggota Komisi A

. Anggota Komisi A
- Anggota Komisi A
: Anggota Komisi A
: Anggota Komisi A

Ketua Komisi D

Wakil Ketua Komisi D

Sekretaris Komisi D

: Anggota Komisi D
: Anggota Komisi D
:  Anggota Komisi D
: Anggota Komisi D
: Anggota Komisi D
. Anggota Komisi D
- Anggota Komisi D
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12. Shellva Ria Paparingga, M.Pd : ljin

Eksekutif Hadir :

1.  Sujud : Kemenag

2. Nugroho A. - Bag. Hukum

3. Rose Diana : Dindikbud

4. YahyaAliR. :  Dindikbud

5. lpung S. :  Dindikbud

6. Sigitk : Dindikbud

7.  Siti Masruroh - Asisten 1 Setda

E. Sistematikan Laporan
I. Pendahuluan
Ii. Materi dan Hasil Pembahasan
lll. Kesimputan
V. Penutup
Ii. Materi dan Hasil Pembahasan.
A. Materi

Bahwa rapat kerja Gabungan Pimpinan DPRD, Komisi A dan Komisi D dengan

perangkat daerah dilaksanakan dalam rangka melanjutkan pembahasan Raperda

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan NonFormal dan

Pendidikan Dasar.

B. Hasil Pembahasan

Bahwa berdasarkan pembahasan dalam rapat dihasilkan kesepatakan

sebagaimana bernkut :
- Bahwa DPRD menyoroti belum terakomondimya hak dan kewajiban dari guru
Non-ASN, sehingga DPRD memandang periunya ditambahkan pasal-pasal
yang mengatur tentang Guru Non-ASN agar mendapat perlakuan yang sama
dengan guru yang berstatus ASN.
- Bahwa Dindikbud dan juga Kemenag Kab. Pekalongan sepakat dengan hal
tersebut sehingga dalam Raperda dilakukan penambahan sebagaimana berikut:
a. Tambahan Pasal 22 ayat 4 huruf h,” Pemerintah Daerah dapat memberikan
penghasilan tambahan kepada guru Non ASN sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah.”

b. Tambahan Pasal 24 ayat 4, “Untuk guru Non ASN di bawah yayasan atau
Lembaga Swasta, agar diatur di dalam ketentuan tersendiri dengan sesuai
dengan kemampuan keuangannya.”



- Bahwa selain perbaikan terkait dengan guru Non ASN diatas, DPRD, Dindikbud
dan Kemenag juga menyepakati penghapusan frasa “berkewajiban” dalam
pasal 26 ayat (2).
- Selanjutnya sebagaimana hasil rapat sebelumnya setelah dikaji oleh Dindikbud
disepakati bahwa frasa “untuk lulusan PAUD atau yang sederajat” pada pasal
20 ayat (1) huruf a perlu untuk dihapus.
Hl. KESIMPULAN
1. Bahwa Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan
NonFormal dan Pendidikan telah dibahas dalam rapat kerja Gabungan Pimpinan
DPRD, Komisi A dan Komisi D dengan perangkat daerah sampai dengan BAB Vil
(pasal 26), Dengan beberapa poin perubahan sebagaimana disebutkan dalam
Materi dan Hasil Pembahasan laporan ini.
IV. PENUTUP
Demikian hasil Rapat Kerja Gabungan Pimpinan DPRD, Komisi A dan Komisi D DPRD
Kabupaten Pekalongan. Selanjutnya untuk ditindaklanjuti dan dijadikan masukan pada
pembahasan rapat selanjutnya.

Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita.
Arniiin

Kajen, 29 Januan 2026

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN
KETUA
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Drs. H. ABDUL MUNIR



